
ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 
Penyeienggaraan Negara 'yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, Nepotisme [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 126 Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar tentang Pemberian Tunjangan kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kora Makassar. 

WALIKOTA MAKASSAR, 

a. bahwa standar sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kota Makassar yang berlaku sekarang ini dipandang tidak 
sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga 'perlu dilakukan 
kembali taksasi sewa rumah Pimpinan dan Anggota DPRD, 
dan untuk kelancaran pelaksanaannya perlu di bentuk tim 
taksasi sewa rumah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

Mengingat 

Menimbang 

NOMOR 36 TAHUN 2015



12. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 Ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor ~578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom01· 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 



PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENT ANG 
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR. 

MEMUTUSKAN : 

3. Hasil Survey Tim Taksasi Sewa Rumah 

2. Hasil Rapat Tim Taksasi Sewa Rumah 

Nomor 
2015 ten tang 
Pimpinan dan 

1. Keputusan Walikota Makassar 
1403/916/KEP/V /2015 tanggal 29 Mei 
Pemben tukan Tim Taksasi Scwa Ru mah 
Anggota DPRD Kota Makassar. 

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lem baran 
Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 
Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nornor 5 tahun 
2005); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Menetapkan 

Memperhatikan 



Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar 
yang mengatur hal yang sama tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku . 

Pasal 3 

Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar 

Pasal 2 

Memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota 
Makassar masing- masing : 

Pimpinan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) 
Anggota sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) 

Untuk setiap bulannya. 

Pasal 1 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 36

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

26 Juni 2015

26 Juni 2015


